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RINGKASAN

Skripsi _ini- mengambil judul; Studi Perbandingan' Wewenang Mahkamah
Konstitusi Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah
Konstitusi dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Berdirinya lembaga Mahkamah Konstitusi diawali dengan diadopsinya ide
Constitutional Court dalam amandemen konstitusi yang dilakukan oleh Majelis
Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada tahun 2001 sebagaimana dirumuskan
dalam ketentuan Pasal 24 ayat (2), Pasal 24C, dan Pasal 7B Undang-Undang
Dasar 1945 hasil Perubahan Ketiga yang disahkan pada 9 Nopember 2001. Ide
pembentukan MK merupakan salah satu perkembangan pemikiran hukum dan
kenegaraan modern yang muncul di-abad ke-20. Setelah disahkannya Perubahan
Ketiga UUD 1945 maka dalam rangka menunggu pembentukan Mahkamah
Konstitusi, MPR menetapkan Mahkamah Agung (MA) menjalankan fungsi MK
untuk sementara sebagaimana diatur dalam Pasal H1 Aturan Peralihan UUD 1945
hasil Perubahan Keempat. DPR dan Pemerintah kemudian membuat Rancangan
Undang-Undang mengenai Mahkamah Konstitusi. Setelah melalui pembahasan
mendalam, DPR dan Pemerintah menyetujui secara bersama Undang-Undang
Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi pada 13 Agustus 2003 dan
disahkan oleh Presiden pada hari itu (Lembaran Negara Nomor 98 dan Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4316). Dua hari kemudian, pada tanggal 15 Agustus
2003, Presiden melalui Keputusan Presiden Nomor 147/M Tahun 2003 hakim
konstitusi untuk pertama kalinya yang dilanjutkan dengan pengucapan sumpah
jabatan para hakim konstitusi di Istana Negara pada tanggal 16 Agustus 2003.
Lembaran perjalanan Mahkamah Konstitusi selanjutnya adalah ' pelimpahan
perkara dari Mahkamah “Agung ke Mahkamah Konstitusi, pada tanggal 15
Oktober 2003 yang menandai mulai beroperasinya kegiatan Mahkamah Konstitusi
sebagai salah satu cabang kekuasaan kehakiman menurut ketentuan UUD 1945.
Seiring dengan. perkembangan hukum ketatanegaraan bangsa Indonesia, Undang-
Undang Nomor: 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dirasa kurang
memenuhi kebutuhan hukum pada masa ini, dengan berbagai alasan, mengenai
kewenangan Mahkamah Konstitusi, DPR bersama Pemerintah lantas melakukan
perubahan pada ‘undang-undang-tersebut,-yaitu dengan dikeluarkanya Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24
Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Latar belakang yang diambil dalam penulisan skripisi ini adalah mengenai
isu-isu dari diundangkanya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah
Konstitusi, dalam hal ini perubahan undang-undang tersebut di nilai
mempersempit gerak Mahkamah Konstitusi atau juga dapat dikatakan membatasi
kewenangan Mahkamah Kostitusi. Serta apakah perubahan undang-undang
tersebut ‘membawa pengaruh yang baik bagi keberlangsungan Mahkamah
Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia. Adapun permasalahan yang
akan dibahas adalah: kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam hal apa yang
mengalami perubahan yaitu melalui Undang-undang Nomor 24 tahun 2003 yang
diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011, bagaimanakah



kewenangan Mahkamah Konstitusi setelah terjadi perubahan pada
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 menjadi Undang-Undang Nomor 8
Tahun 2011, dan  bagaimanakah akibat hukum dari adanya perubahan peraturan
perundang-undangan tersebut yaitu perubahan Undang-Undang Nomor 24 Tahun
2003 menjadi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011.

Untuk mencapai suatu pembahasan di dalam permasalahan yang sesuai
denga tujuan penulisan, maka diperlukan adanya suatu metode penilisan. Metode
penulisan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah, sebagaimana yang
diungkapkan oleh Peter Mahmud Marzuki (2010), meliputi 4 (empat) aspek
yakni: pendekatan masalah, sumber bahan hukum, metode pengumpulan bahan
hukum, dan analisis bahan hukum.

Guna menganalisa permasalahan yang ada, maka penulis menguraikan
fakta, dasar hukum dan landasan-teori,. Bab 2 Tinjauan Pustaka, sebagai pisau
bedah dan dasar untuk menguraikan pembahasan. Adapaun Bab 2 Tinjauan
Pustaka tersebut menguraikan tentang konsep Negara hukum dan the rule of law,
independensi_lembaga peradilan, organisasi kekuasaan. kehakiman di Indonesia,
dan terakhir adalah tentang peraturan-perundang-undangan:

Bab 3-Pembahasan, akan menguraikan jawaban-jawaban atas pertanyaan
yang timbul dalam ‘rumusan masalah. Adapun hasil: dari pembahasan tersebut,
yakni: Pertama; perubahan dalam hal apa yang terjadi pada Undang-Undang
Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yaitu yang dirubah melalui
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi-meliputi: perubahan dan
penambahan pada: Bab | Ketentuan Umum, Bab 11 Kedudukan dan Susunan, Bab
Il Kekuasaan Mahkamah Konstitusi, Bab-1V/ Pengankatan dan Pemberhentian
Hakim Mahkamah Konstitusi, Bab IVA Kode Etik dan'Pedoman Perilaku Hakim
Mahkamah Konstitusi._serta-Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, Bab V
Hukum Acara Mahkamah-Konstitusi, Bab VHKetentuan ' Peralihan; Kedua;
wewenang Mahkamah Konstitusi pasca perubahan Undang-Undang Nomor 24
Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang:dirubah melalui Undang-Undang
Nomor 24 Tahun'2003 tentang Mahkamah Konstitusi adalah tetap sesuai dengan
amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik IndonesiaTahun 1945, dan sesuai
dengan amanat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, kecuali
mengenai  pasal-pasal tertentu yang tidak memiliki kekuatan hukum mengikat
karena keputusan Mahkamah Konstitusi, yaitu melalui Keputusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 48/PUU-1X/2011 dan 49/PUU-1X/2011. Ketentuan yang tidak
memiliki kekuatan hukum mengikat karena putusan mahkamah konstitusi tersebut
tidak dapat dijadikan dasar bagi kewenangan mahkamah konstitusi itu sendiri.
Berdasarkan ketentuan Pasal 57 UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah
Konstitusi, menyatakan “Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya
menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang
bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, materi muatan. ayat, pasal
dan/atau bagian undang-undang tersebut tidak mempunyai - kekuatan hukum
mengikat. Putusan = mahkamah konstitusi bersifat ~declaratoir, yaitu suatu



keputusan mahkamah konstitusi dianggap sederajat dengan. undang-undang,
karena keputusan mahkamah konstitusi yang menyatakan suatu pasal tidak
mempunyai kekuatan hukum mengikat wajib dimuat dalam berita Negara dalam
jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak putusan diucapkan
Pasal 57 Ayat(3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah
Konstitusi); ketiga akibat hukum dari perubahan Undang-Undang Nomor 24
Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yaitu yang dirubah dengan Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24
Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi adalah dikeluarkanya Putusan
Mahkamah Konstitusi dengan Nomor 48/PUU-1X/2011 dan 49/PUU-1X/2011,
serta ada beberapa perubahan yang terkait dengan wewenang mahkamah
konstitusi tersebut. Perubahan' tersebut wyaitu mengenai masa jabatan hakim
konstitusi dan proses _pemilihan " hakim “konstitusi, Penambahan - ketentuan
mengenai Pemberian jaminan keamanan hakim.oleh Negara dalam melaksanakan
tugas dan tanggung jawabnya, Kepeniteraan dan-sekretariat jendral mahkamah
konstitusi, Pengangkatan ‘dan pemberhentian hakim mahkamah konstitusi, yaitu
mengenai syarat-menjadi hakim_konstitusi,.Penambahan ketentuan kode etik dan
pedoman’ perilaku ~hakim / konstitusi 'serta majelis .kehormatan mahkamah
konstitusi, Daftar pemohonan dan penjadwalan sidang, Pemeriksaan persidangan,
Putusan ‘Mahkamah Konstitusi, -Bagian Kketentuan pengujian undang-undang
terhadap UndanUndang Dasar 1945, Perselisishan hasil pemilihan umum,
penyampaian putusan mahkamh konstitusi. Khusus untuk revisi undang-undang
mahkamah konstitusi semangat ' yang ada dalam formulasi Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan‘atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun
2003 tentang Mahkamah Konstitusi justru’ berpotensi menghambat hak-hak
konstitusional, terbukti ‘dengan “melalui putusan. mahkamah' Konstitusi yang
menyatakan' bahwa - beberapa pasal yang terkandung didalamnya bertentangan
dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik-Indonesia Tahun 1945.

Ada beberapa saran yang perlu diperhatikan agar Mahkamah Konstitusi
dalam kewenanganya melaksanakan tugas dan fungsinya secara maksimal sesuai
dengan cita-cita " demokrasi.. serta :sesuai dengan tujuan lahirnya ‘mahkamah
konstitusi, yaitu.: (1) DPR dan-Pemerintah-dalam membuat undang-undang
Mahakamah = Konstitusi-—seharusnya melihat-—kembali® keberlakuan filosofis,
keberlakuan yuridis, keberlakuan politis; dan keberlakuan sosiologis dari undang-
undang yang telah dibuatnya didasarkan pada cita-cita bersama, prinsip keadilan
sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945, (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi hendaknya perlu
segera direvisi agar tidak semakin menambah polemik yang terjadi antara
Mahkamah Konstitusi dan DPR. (3) Guna mencapai tujuan dari fungsi dan
wewenang mahkamah konstitusi, hendakanya perlu penambahan kewenangan
untuk melakukan penafsiran dan pengujian atas semua peraturan perundang-
undangan sehingga ada konsistensi semua peraturan perundang-undangan mulai
dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sampai denga
Peraturan Daerah, memutus constitutional complaint, dan memutus atau
menjawab constitutional question.



